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ABSTRAK 

 

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN 

KORUPSI TERHADAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM 

RANGKA PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 

TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. 

 

Oleh: 

Zunnamah 

 

Korupsi sebagai bentuk kejahatan harus dibatasi, diupayakan berkurang 

bahkan diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha yang tidak mudah. 

komisi pemberantasan korupsi dibentuk dengan melihat sifat dari korupsi itu 

sendiri yaitu merupakan kejahatan luar biasa, sehingga memerlukan suatu 

lembaga yang independen untuk memberantas korupsi di Indonesia.  

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kedudukan dan 

kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap penyidikan dan penuntutan 

dalam rangka penegakan hukum menurut undang- undang no 19 tahun 2019 

tentang komisi pemberantasan korupsi dan apa sajakah faktor penghambat komisi 

pemberantasan korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak 

pidana korupsi .penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data 

yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kedudukan dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap 

penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut undang-undang 

nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi yaitu: 

a.Kedudukan komisi pemberantasan korupsi terhadap penyidikan dan penuntutan 

dalam rangka penegakan hukum menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang 

komisi pemberantasan korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan 

yang bersama sama dengan kepolisian dan kejaksaan melakukan upaya terpadu dan 

terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

b.Kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap penyidikan dan 

penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut undang-undang nomor 19 tahun 

2019 tentang komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, dan 

penyidikan . 

2. Faktor penghambat komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan 

penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu: faktor hukum, faktor penegak 

hukum, faktor gasilitas atau sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya 

 

Kata kunci : Korupsi, KPK, Kewenangan. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption. Kata ini sendiri memiliki 

kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan 

atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi 

adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, untuk 

keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan. 

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak mungkin bisa dihilangkan sepanjang 

manusia masih ada dibumi. Korupsi sebagai bentuk kejahatan harus dibatasi, 

diupayakan berkurang bahkan diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha 

yang tidak mudah. 1 

Korupsi tidak hanya memberikan efek  merugikan secara langsung bagi 

pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan nasional juga berdampak 

negatif bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Investor asing dan bahkan 

lembaga donor dari negara-negara maju sering menggunakan hasil survey dari 

lembaga internasional, seperti TI dan PERC sebagai rujukan pengambilan keputusan 

investasi. Kegagalan penanganan korupsi oleh pemerintah juga melunturkan citra dan 

martabat bangsa di dunia internasional. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan upaya 

serius pemerintah dalam penanganan korupsi. Pemerintah telah berusaha Sebenarnya 

Pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan 

                                                           

1 Ka’bah, R., 2007. Korupsi di indonesia.  Jurnal Hukum dan Pembangunan.                      

Ke-37, Vol 1 

1 



2 

 

 
 

tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik 

secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum 

melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan. 2 

Kebijakan dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi telah 

dilakukan dengan ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Koripsi, Kolusi , dan Nepotisme. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kebijakan dalam 

membuat lembaga independen yang tidak terpengaruh dan anti intervensi dari 

lembaga lain dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang sah didirikan dan mempunyai legitimasi untuk 

menjalakan tugasnya mulai tanggal 27 Desember 2002. Lembaga ini dibentuk 

sebagai wujud karena sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia disamping itu 

pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. 

Pembentukan KPK juga dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi 

yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan 

efisien. 3 

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), memiliki tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang 

                                                           
2 Badjuri, A., 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Anti 

Korupsi di Indonesia. Jurnal Bisnis dan ekonomi. Vol 18, No 1. 
3 Seno, I.,Dkk, 2016.Pengujian Publik Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch. Jakarta. 
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berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap 

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, 

penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan 

tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan pemantauan 

(monitoring) penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu kewenangan 

yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, meletakkan sistem pelaporan dalam 

kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang 

kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 

melaksanakan dengar pendapat atau pertemuandengan instansi yang berwenang 

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, memintalaporan instansi terkait 

mengenai pencegahantindak pidana korupsi.Dengan tugas dan kewenangan yang 

dimilikioleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombakpemberantasan korupsi di 

Indonesia.4 

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus 

korupsi di Indonesia bukan hanya terletak pada KPK saja. Saat ini di Indonesia, 

terdapat lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan yang 

sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Kejaksaaan bahkan 

memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebarnya 

kewenangan di sejumlah lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki konsekuensi 

tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara 

                                                           
4 Monteiro, M.J., 2012. Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Jurnai Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-42 

No.2. 
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lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan 

dari suatu lembaga tertentu. Implikasi negatif dari tumpang tindihnya kewenangan 

penindakan korupsi di Indonesia yaitu sering terjadinya perbedaan interpretasi 

terhadap suatu kasus korupsi. Masing-masing lembaga, baik KPK, Kejaksaan dan 

kepolisian sering memiliki persepsi yang berbeda dalam menindak pelaku korupsi, 

contohnya penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga di peradilan tidak 

seragam. Masing-masing memiliki argumentasinya sendiri-sendiri sehingga 

terkadang putusan hukuman di lembaga peradilan atas kasus-kasus korupsi relatif 

kurang objektif dan tidak memuaskan rasa keadilan di masyarakat.2 

Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan untuk suatu 

lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan 

korupsi. Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani 

masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif 

dan efisien. Karena di Indonesia masalah keberadaan KPK yang sebagai “super 

body” masih banyak diperdebatkan oleh banyak kalangan. Dengan demikian 

masih sangatlah menarik untuk di perbincangkan status dan kedudukan lembaga 

negara Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK).5 Penelitian ini akan membahas 

lebih jauh mengenai kewenangan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi  

(KPK) dalam rangka penegakan hukum ditinjau dari Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dari berbagi pendapat para ahli 

hukum. Penulis mencoba mengangkat tentang kejelasan Kedudukan Dan 

                                                           
5Asmoro, Y. 2009, Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan Dan 

Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut UU Nomor 19 Tahun 

2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan 

penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut UU tahun 2019 

tentang komisi pemberantasan korupsi? 

2. Apa sajakah faktor penghambat KPK dalam melakukan penyidikan dan 

penuntutan dalam rangka penegakan hukum? 

 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada kedudukan dan 

kewenangan KPK terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan 

hukum   menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2019, serta faktor penghambat 

KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, tanpa 

menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang berkaitan. 

Tujuan penelitian ini  adalah : 

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan 

penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut  Undang-undang nomor 

19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat KPK dalam melakukan 

penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 
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Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

hukum, menambah dan memperkaya literature kepustakaan ilmu hukum tentang 

kedudukan dan kewenangan kpk terhadap penyidikan dan penuntutan dalam 

rangka penegakan hukum menurut UU  nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi 

pemberantasan korupsi.  

D. Kerangka Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang ingin diteliti Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk 

dipahami sehingga tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok-pokok 

pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian 

mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau 

perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 6 

2. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam 

melaksanakan tugas bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 

manapun dan di bentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna 

terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 7 

3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke 

                                                           
6 Undang-undang No 30 Tahun 2002 Pasa 2 dan 3 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 
7 Abdullah, J., 2014. Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanggulangan Tindak 

Pidana Korupsi Di Indonesia. Vol 5. No 1. 
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pengadilan negeri yang berwenang dalam hukum acara pidana dengan 

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 8 

4. Kewenangan adalah hak suatu individu untuk melakukan suatu tindakan 

dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh subjek hukum dalam suatu 

kelompok tertentu. 9 

5. Penyidikan sama dengan opsporing, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan 

permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera 

setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, 

bahwa ada terjadi suatu pelanggaran. 10 

 

E. Metode Penelitian 

Peneitian hukum adalah suatu proses sistematis dan terencana untuk 

menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi secara kontektual.11 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, 

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni 

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penulisan ini adalah data 

sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku 

perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta 

                                                           
8    Undang-undang No.16. Tahun 2004.Tentang Kejaksaan Republik  
9  Hidjaz, K., 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem 

Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makasar. Pustaka  
10   Hamzah, A., 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta 
11  Marzuki, M.P., 2005. Penelitian Hukum. Prenata media. Jakarta. 
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dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.12 

1. Sumber Data dalam penelitian normatif jenis data yang digunakan adalah data 

hukum sekunder, data hukum sekunder terbagi menjadi : 

1. Bahan Hukum Primer  Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer 

meliputi perundang-undangan, catatan resmi peraturan pemerintah, dan 

semua ketentuan yang berlaku13. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini.  

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, 

artikel atau berita serta berbagai keterangan media masa sebagai  pelengkap. 

 Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan 

prosedur Studi Pustaka (Library Research) Studi kepustakaan dimaksudkan 

untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta 

informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.  

 

                                                           
12 Soekanto, S., Mamuddji, S., 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. H 13-14. 
13 Sedarmayanti Dan Hidayat, Syarifudin,  2002. Metodologi Penelitian. Bandung: CV. 

Mandar Maju. Hlm. 23. 
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 Pengelolahan Data  

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses 

melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:   

1. Identifikasi data, yaitu mencari materi data yang diperolah untuk 

disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur 

dan instansi yang berhubungan.  

2. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok 

bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang 

berhubungan dengan pokok bahasan. 

3. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketetapan 

dan aturan yang telah ada. d. Sistematika data, yaitu penyusunan data 

menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan 

dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.  

 Analisis Data 

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang 

mudah dibaca dan diidentifikasikan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis 

menggunakan analiasis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan 

dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan 

cara indukatif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang 

bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan pedoman buku skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun 

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:  

Bab I. Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan pustaka, berisi mengenai Pengertian tindak pidana korupsi, 

Latar belakang dan tujuan pembentukan Pemberantasan Korupsi, 

Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi,  tugas dan kewenangan 

Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Bab III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan 

penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut  UU nomor 19 

tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi, dan juga mengenai 

faktor-faktor penghambat KPK dalam melakukan penyidikan dan 

penuntutan tindak pidana korupsi  Undang-undang nomor 19 tahun 

2019 tentang komisi pemberantasan korupsi. 

Bab IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan 

skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 
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